
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJAE}ARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2O
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.OT l2O2A tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2O2O dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87 /PMK.7O /2O2O tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Tambahan tahun Anggaran 2O2O, telah ditetapkan Cadangan
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Daerah Tambahan
Tahun Anggaran 2O2O yang merupakan bagran dari anggaran
Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dilakukan penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2O2O untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a010);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

+. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAO\

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55721;

9. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ot9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 94l. sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2A2O tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 155);
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2AW Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O7 /2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 6781;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.7O/2O2O tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan tahun Anggaran
2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
782],;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2Ol9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2O2O Nomor 16);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2Ol9 tentang
Penjabaran Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9
Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O2O Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasa1 I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
79 Tahun 2Al9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2Ol9 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42
Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita
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Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O2O Nomor 42), diubah sebagai
berikut:

A. Ketentuan Pasal t huruf a, huruf b dan huruf c, diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2O2O bedumlah Rp4 1 . 507. 503 .7 96.332,00, dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp25.223.22O.67O.289,00

Bertambah/(Berkurang) Rp(a.21 1.559.803.387,00)

Jumlah Pendapatan Asli Rp21.011.660.866.902,00
Daerah setelah perubahan

2. Dana Perimbangan

Semula Rp16.336 .732.772.500,00

Bertambah/(Berkurang) Rp(a08.068.712.500,00)

Jumlah Dana Perimbangan Rp15.928.664.060.000,00
setelah perubahan

3. Lain-lain Pendapatan yang
Sah

Semula Rp23.199.422.384,00

Bertambah/(Berkurang) Rp31.871.084.616,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp55.O70.5O7.OOO,O0
yang Sah setelah perubahan

Jumlah Pendapatan Daerah Rp36.995.395.433.9O2,O0

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Tidak I"angsung:

a) Belanja Pegawai

Semula Rp6.876.838.045.762,OO

Bertambah/(Berkurang) Rp(3 12.144.185.244,00)

Jumlah Belanja Pegawai Rp6.564.693.860.518,00
setelah perubahan

b) Belanja Bunga Rp0,00

c) Belanja Subsidi

Semula Rp20.000.000.000,00

Bertambah/(Berkurang) Rp(20.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi Rp0,00
setelah perubahan

d) Belanja Hibah

Semula Rp9.974.33 1 . 583. 299 ,OO

Bertambah/(Berkurang) Rp48.201.219.405,00
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Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan

e) Belanja Bantuan Sosial

fl Belanja Bagr Hasil

Semula

Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja BaSr Hasil
setelah perubahan

g) Belanja Bantuan Keuangan

Semula

Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan setelah
perubahan

h) Belanja Tidak Terduga

Semula

Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah perubahan

Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah perubahan

2. Belanja [a.ngsung:

Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan

Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan

Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Semula

Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan

Rp 1 0.022 .532.8O2.7 04,OO

Rp253.750.000.000,00

Rp9.24 1 .965. I 55.700,00

Rp( 1. 1 38.659.609.27 5,OO)

Rp8. 1 03.305. 5 46.425,OO

Rp7. 780. O44.29O.905,00

Rp(2.8 17 .996.441 .043,00)

Rpa.962. O47 .849.862,00

Rp25.000.000.000,00

Rp4. 508. 543.67 6.83 1,00

Rp4. 533. 543.67 6.83 1,00

Rp34. 439 .87 3.7 36.340,00

Rp7.067.630. 059. 992,OO

Rp4 1 .507. 503. 796 .332 ,OO

Rp(a.5 1 2. 1 08.362.430,00)

Rp4. 5 1 2. 1 08. 362.430,0O

Rp100.000.000.000,00

Rp( 1 00.000.000.000,0O)

RpO,O0

Rp4.5 12. 1 08.362.430,00

B. Ketentuan l,ampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah,
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I, l.a.mpiran II dan
l,a.mpiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 20 Juli 2O2O

BARAT,

RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juli 2O2O

DAERAH PROVINSI
BARAT,

1

r).

w*

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 53


